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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini dalah untuk 
mengetahui bagaimanakah tindak pidana 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik dan bagaimanakah 
ketentuan pidana terhadap perbuatan 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik, di mana dengan metode 
penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 
Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik, 
merupakan perbuatan dengan sengaja dan 
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan serta melakukan penyalahgunaan 
Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik 
yang mengganggu ketertiban umum, dan 
bertentangan dengan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan 
pidana terhadap perbuatan menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik dapat dipidana dengan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). 




A. Latar Belakang 
Saat ini yang lagi sangat sering sekali terjadi 
di media sosial adalah  ujaran kebencian, fitnah, 
berita bohong, dan juga hasutan. Hal ini adalah 
salah satu dampak negatif dari media sosial 
yang juga sangat berbahaya jika tidak disikapi 
dengan benar. Bagaimana tidak ? 
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Penyalahgunaan media sosial ini dapat sangat 
merugikan masyarakat yakni memecah 
kerukunan dan terlebih lagi mengancam 
persatuan bangsa dan negara. 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik mengamanatkan 
pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah, yakni pengaturan mengenai 
Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan 
Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, 
Penyelenggara Sistem Elektronik, 
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, 
penyelenggara Agen Elektronik, dan 
pengelolaan Nama Domain telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik. Namun, Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik perlu disesuaikan dengan 
perkembangan teknologi dan kebutuhan 
masyarakat.5 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah tindak pidana 
menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik ? 
2. Bagaimanakah ketentuan pidana 
terhadap perbuatan menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam transaksi elektronik ? 
 
C. Metode Penelitian 
Metode penelitian hukum normatif 
merupakan metode penelitian yang digunakan. 
 
PEMBAHASAN 
A. Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong 
Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan 
Kerugian Konsumen Dalam Transaksi 
Elektronik 
Hoax bukanlah singkatan, melainkan kata 
dalam bahasa Inggris yang berarti: tipuan, 
menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar 
burung. Sederhananya dapat dikatakan bahwa 
 
5Penjelasan Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi  
Elektronik. 
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hoax merupakan kata yang berarti 
ketidakbenaran suatu informasi.6 
Manakala dilakukan penelusuran dalam 
perundang-undangan, satupun kita tidak akan 
menemukan kata hoax yang selanjutnya 
dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Hanya 
saja, dengan mencermati secara jernih dari 
makna yang terdapat dalam peristilahan 
tersebut, sebagai suatu tindak perbuatan maka 
potensial mengakibatkan pelanggaran terhadap 
kepentingan hukum berupa: kepentingan 
hukum perseorangan, dan kepentingan hukum 
kolektif (masyarakat atau negara). Memang 
untuk saat ini, penyebaran berita hoax 
didominasi dengan menggunakan instrumen 
media elektronik. Kendatipun tidak menutup 
kemungkinan  dapat saja menggunakan media 
cetak.7 
Perbuatan menyebarkan berita hoax bagi 
penegak hukum harus secermat-cermatnya 
menggunakan penalaran hukum yang wajar 
sebelum menindak pelakunya. Oleh karena 
tidak semua berita kebohongan yang 
disebarkan berimplikasi terhadap pelanggaran 
kepentingan hukum, baik hal itu kepentingan 
hukum bagi perorangan maupun kepentingan 
hukum kolektif.8  
Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai 
berita bohong yang menyebabkan kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik. 
Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) 
UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang 
dilarang dalam UU ITE, walaupun UU ITE sendiri 
tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
berita bohong dan menyesatkan.9 Terkait 
dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang 
menggunakan frasa menyebarkan berita 
bohong, sebenarnya terdapat ketentuan serupa 
dalam Pasal 390 KUHPidana) walaupun dengan 
rumusan yang sedikit berbeda yaitu 
digunakannya frasa menyiarkan kabar bohong. 
Menurut R. Soesilo, terdakwa hanya dapat 
dihukum dengan Pasal 390 KUHPidana, apabila 
 
6Muh. Akbar Azran, Marwan Mas dan Abdul Salam Siku. 
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita 
Bohong (Hoax) Di Media Sosial. Indonesian Journal of 
Legality of Law.1(2):24-35, Juli 2019.hlm. 25. 
7 Ibid. hlm. 25. 
8 Ibid. hlm. 25. 
9Hendy Sumadi. Op.Cit. hlm. 194. 
ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah 
kabar bohong.10 
Dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja 
memberitahukan suatu kabar yang kosong, 
akan tetapi juga menceritakan secara tidak 
betul tentang suatu kejadian. Penjelasan ini 
berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE, 
bahwa suatu berita yang menceritakan secara 
tidak betul tentang suatu kejadian dalam 
transaksi elektronik adalah termasuk juga 
berita bohong. Kalimat bohong dan 
menyesatkan adalah dua hal yang berbeda, 
frasa menyebarkan berita bohong yang diatur 
adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata 
menyesatkan yang diatur adalah akibatnya. 
Berita bohong dapat diartikan tidak sesuai 
dengan hal/keadaan yang sebenarnya dan 
menyesatkan dapat diartikan menyebabkan 
seseorang berpandangan pemikiran 
salah/keliru.11  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 45A. Setiap Orang 
yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
Pasal 28 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja 
dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik. 
Sejalan dengan arus informasi yang begitu 
deras ini pula, maka masyarakat juga dituntut 
untuk semakin cerdas menerima dan mengolah 
berita dan informasi. Masyarakat juga perlu 
memverifikasi setiap berita dan informasi dari 
media sosial. Langkah itu bertujuan untuk 
menyikapi banyak situs maupun akun di media 
sosial yang menampilkan berita bohong demi 
keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian 
perlu ada etika dalam menggunakan media. 
Etika dalam bermedia ini penting terutama 
 
10Ibid. hlm. 194 (Lihat R. Soesilo, KUHP serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 
1993, hlm. 269). 
11 Ibid. 
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pada saat ini, di tahun-tahun politik ini etika 
memiliki peranan penting guna menghindari 
permusuhan yang dapat memecah persatuan 
dan kesatuan bangsa. Seyogyanya kemajuan di 
bidang media sosial digunakan untuk 
menyambung silaturahim dan menambah 
wawasan, bukan untuk menyebarkan berita 
bohong, hasutan, ujaran kebencian, mau pun 
pesan-pesan bernada provokatif yang membuat 
gaduh bangsa. Di tengah arus informasi yang 
begitu deras, netizen dituntut lebih cerdas 
dalam menerima berita dan informasi. 
Masyarakat perlu melakukan verifikasi atau cek 
ulang setiap kali menerima berita dan informasi 
dari media sosial.12  
Etika bermedia ini pun penting karena saat 
ini banyak sekali situs-situs yang menampilkan 
hoax atau berita bohong. Tujuannya 
bermacam-macam, mulai dari mengejar 
"traffic" kunjungan, menebarkan kebencian 
satu sama lain, hingga memecah belah 
persatuan. Sehingga, sekalipun masyarakat 
bebas berekspresi lewat media sosial, namun 
tetap harus ada etika yang dijunjung. 
Hendaknya pilah pilih terlebih dahulu semua 
informasi yang diterima, benar atau salah, tidak 
asal share, disinilah etika bermedia itu. Lebih 
lanjut lagi, pentingnya etika ini dikarenakan 
pula karena media sosial pada saat ini telah 
menjelma menjadi sebuah raksasa informasi 
yang sangat potensial di Indonesia.13  
Pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hak, 
mempergunakan nama palsu atau sifat palsu 
ataupun mempergunakan tipu muslihat atau 
susunan kata-kata bohong, menggerakan orang 
lain untuk menyerahkan suatu benda atau 
mengadakan suatu perjanjian hutang atau 
meniadakan suatu piutang, karena salah telah 
melakukan penipuan, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat 
tahun.14 
Selain KUHP yang memuat aturan yang 
terkait dengan penipuan terdapat juga aturan 
yang secara khusus mengatur mengenai tindak 
 
12 Achmadudin Rajab. Op.Cit.hlm. 467. 
13 Ibid. hlm. 467. 
14Diecky Eka Koes Andiansyah. Perlindungan Hukum 
Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media 
Sosial Instagram dan Facebook. Celebes Cyber Crime 
Journal.Vol 1, No, 1, Juni 2019, pp 27-37.p-ISSN:2656-8470 
dan e-ISSN: 2656-9892. hlm. 31. 
pidana cyber crimeyaitu Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 
ITE), dalam undang-undang ini telah dibahas 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
informasi elektronik, transaksi elektronik, dan 
mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang 
berkaitan dengan “dunia maya” beserta 
ancaman pidananya. Di dalam UU ITE tidak 
menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud 
dengan penipuan, akan tetapi terhadap 
penipuan jual beli melalui sistem online itu 
sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-
pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah 
satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan 
melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang 
ada. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE 
tidak mengatur secara jelas mengenai tindak 
pidana penipuan itu sendiri namun terkait 
dengan timbulnya kerugian konsumen yang 
menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
Transaksi Elektronik.” Kata “berita bohong” dan 
“menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU 
ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu 
muslihat atau rangkaian kebohongan” 
sebagaimana unsur tindak pidana yang 
terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Dapat 
disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE 
merupakan perluasan dari tindak pidana 
penipuan secara konvensional, atau tindak 
pidana penipuan yang terjadi di dalam 
masyarakat.15  
Dalam setiap kegiatan perdagangan atau 
jual beli berlaku prinsip, pembeli adalah raja 
yang berarti bahwa konsumen harus 
mendapatkan yang terbaik. Kondisi tersebut 
meliputi juga barang yang menjadi objek 
transaksi, di mana harusnya setiap konsumen 
berhak mendapatkan informasi yang jelas dan 
transparan atas barang yang akan dibelinya. 
Menilik prinsip tersebut seharusnya penjual 
berusaha memberikan yang terbaik bagi 
konsumen, namun pada kenyataannya, 
seringkali konsumen merasa tertipu. Oleh 
karena itu konsumen pun harus cerdas ketika 
ingin membeli barang agar terhindar dari 
penipuan atas suatu barang.16 
 
15 Ibid. hlm. 31. 
16 Ibid.  
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Periklanan sebagai salah satu sarana 
pemasaran dan sarana penerangan memegang 
peranan penting di dalam pembangunan yang 
dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana 
penerangan dan pemasaran, periklanan 
merupakan bagian dari kehidupan media 
komunikasi yang vital bagi pengembangan 
dunia usaha, serta harus berfungsi menunjang 
pembangunan (Tata Krama dan Tata Cara 
Periklanan Indonesia). 17 
Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, 
merupakan alat bagi produsen untuk 
memperkenalkan produknya kepada 
masyarakat agar dapat mempengaruhi 
kecenderungan masyarakat untuk 
menggunakan dan mengkonsumsi produknya. 
Demikian pula sebaliknya masyarakat akan 
memperoleh gambaran tentang produk yang 
dipasarkan melalui iklan, namun masalah 
adalah iklan tersebut tidak selamanya 
memberikan informasi yang benar atau lengkap 
tentang suatu produk, sehingga konsumen 
dapat saja menjatuhkan pilihannya terhadap 
suatu produk tertentu berdasarkan informasi 
yang tidak lengkap tersebut.18 
Di dalam Tata Krama dan Tata Cara 
Periklanan Indonesia, dikatakan bahwa 
periklanan merupakan, Salah satu sarana 
pemasaran dan sarana penerangan, yang 
memengang peranan penting dalam 
pembangunan bangsa Indonesia. Sehubungan 
dengan itu:  
a. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan 
atau tidak bertentangan dengan hukum 
yang berlaku; 
b. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan 
dan/atau merdahkan martabat, agama, tata 
susila, adat, budaya, suku, dan golongan; 
c. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang 
sehat.19 
Promosi: perkenalan dalam rangka 
memajukan usaha dagang (reklame).20 Promosi 
dagang: komunikasi untuk meningkatkan 
volume penjualan dengan pameran, periklanan, 
 
17Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang 
Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, PT. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 172.  
18Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan 
Konsumen, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 
104. 
19Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, hlm. 42. 
20Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka 
Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 376. 
demostrasi dan usaha-usaha lain yang bersifat 
persuasif baik secara tertulis atau lainnya.21 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (6) 
menyatakan: Promosi adalah kegiatan 
pengenalan atau penyebarluasan informasi 
suatu barang dan/atau jasa untuk menarik 
minat beli konsumen terhadap barang dan/atau 
jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 
Memperhatikan rumusan pengertian promosi 
dalam pasal ini, maka beberapa unsur yang 
harus ada ialah: 
a. Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 
promosi, 
b. Tentang suatu barang dan/atau jasa yang; 
1) akan diperdagangkan, dan 
2) sedang diperdagangkan, 
c. Tujuan menarik minat beli dari pihak 
konsumen.22 
Pengertian ini tampak bersesuaian dengan 
praktik dunia usaha, yang tidak saja melakukan 
kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 
informasi atas barang dan/atau saja yang akan 
diperdagangkan, tetapi sekaligus kegiatan 
perdagangan. Dalam kegiatan pengenalan yang 
bertujuan menarik minat beli konsumen, maka 
harga yang ditawarkan bisanya lebih rendah 
daripada harga barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan di tempat lain. Pelaku usaha 
menyebut harga yang ditawarkan ini dengan 
istilah harga promosi.23  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 
mengatur mengenai Transaksi Elektronik. Pasal 
17 ayat: 
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik 
dapat dilakukan dalam lingkup publik 
ataupun privat.  
(2)  Para pihak yang melakukan Transaksi 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib beriktikad baik dalam 
melakukan interaksi dan/atau pertukaran 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik selama transaksi berlangsung.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penyelenggaraanTransaksi Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
21Ibid, hlm. 376. 
22Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm. 14-15. 
23Ibid, hlm. 15. 
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Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 
ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan 
Teknologi Informasi oleh penyelenggara 
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau 
masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi 
harus dilakukan secara baik, bijaksana, 
bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar 
dapat diperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat.  
UU ITE ini diatur mengenai transaksi 
elektronik dimana salah satunya adalah 
kegiatan mengenai online shop. Dalam pasal 1 
ayat (2) UU ITE ini yang dimaksud dengan 
transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum 
yang dilakukan dengan menggunakan 
Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media 
elektronik lainnya”. Sesuai dengan pengertian 
tersebut, maka kegiatan jual beli yang 
dilakukan melalui komputer ataupun 
handphone dapat dikategorikan sebagai suatu 
transaksi elektronik.24 
UU ITE juga mewajibkan pelaku usaha untuk 
memberikan informasi yang lengkap dan benar. 
Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU 
ITE yang berbunyi: “Pelaku usaha yang 
menawarkan produk melalui sistem elektronik 
harus menyediakan informasi yang lengkap dan 
benar berkaitan dengan syarat kontrak, 
produsen, dan produk yang ditawarkan”. Dalam 
penjelasannya disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan 
benar” adalah meliputi, Informasi yang memuat 
identitas serta status subjek hukum dan 
kompetensinya, baik sebagai produsen, 
pemasok, penyelenggara maupun perantara. 
Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu 
yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta 
menjelaskan barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi 
barang/jasa. Saat ini banyak pelaku usaha di 
Indonesia yang tidak mengetahui mengenai 
kewajibannya sebagai pelaku usaha. Masih 
banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan 
alamatnya sebagai bentuk informasi yang 
disediakan, ataupun deskripsi mengenai 
barang/jasa yang ditawarkan tidak lengkap 
sehingga dapat merugikan konsumen.25  
Hal ini pun telah diatur dalam UU ITE dalam 
pasal 20 UU ITE dijelaskan bahwa “kecuali 
ditentukan lain oleh para pihak, transaksi 
 
24 Diecky Eka Koes Andiansyah. Op.Cit. hlm. 32. 
25 Ibid. hlm. 32. 
elektronik terjadi pada saat penawaran 
transaksi yang dikirim oleh pengirim telah 
diterima dan disetujui oleh penerima”. Hal ini 
sesuai dengan prinsip hukum perdata dimana 
suatu perjanjian terjadi pada saat tercapainya 
kata sepakat. Satu hal yang menjadi 
permasalahan utama dalam perdagangan 
melalui online shopini adalah baik penjual dan 
pembeli kekurangan informasi antara satu 
dengan lainnya. Informasi menjadi penting 
dalam sistem perdagangan melalui online shop 
ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak 
bertemu secara langsung pada saat transaksi 
jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu 
penjual maupun pembeli merasa khawatir 
bahwa salah satu pihak tidak akan 
melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan 
kerugian bagi pihak lainnya.26 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
Pasal 18 ayat: 
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke 
dalam Kontrak Elektronik mengikat para 
pihak.  
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk 
memilih hukum yang berlaku bagi 
Transaksi Elektronik internasional yang 
dibuatnya.  
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan 
hukum dalam Transaksi Elektronik 
internasional, hukum yang berlaku 
didasarkan pada asas Hukum Perdata 
Internasional.  
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk 
menetapkanforum pengadilan, arbitrase, 
atau lembaga penyelesaian sengketa 
alternatif lainnya yang berwenang 
menangani sengketa yang mungkin timbul 
dari Transaksi Elektronik internasional 
yang dibuatnya.  
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan 
forum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), penetapan kewenangan pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian 
sengketa alternatif lainnya yang 
berwenang menangani sengketa yang 
mungkin timbul dari transaksi tersebut, 
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Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Pilihan hukum 
yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak 
internasional termasuk yang dilakukan secara 
elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum 
ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi 
kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam 
Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika 
dalam kontraknya terdapat unsur asing dan 
penerapannya harus sejalan dengan prinsip 
hukum perdata internasional (HPI). Ayat (3) 
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan 
hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau 
asas hukum perdata internasional yang akan 
ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada 
kontrak tersebut. Ayat (4) Forum yang 
berwenang mengadili sengketa kontrak 
internasional, termasuk yang dilakukan secara 
elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para 
pihak. Forum tersebut dapat berbentuk 
pengadilan, arbitrase, atau lembaga 
penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Ayat 
(5) Dalam hal para pihak tidak melakukan 
pilihan forum, kewenangan forum berlaku 
berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata 
internasional. Asas tersebut dikenal dengan 
asas tempat tinggal tergugat (the basis of 
presence) dan efektivitas yang menekankan 
pada tempat harta benda tergugat 
berada(principle of effectiveness) 
Pasal 19. Para pihak yang melakukan 
Transaksi Elektronik harus menggunakan 
Sistem Elektronik yang disepakati. Penjelasan 
Pasal 19 Yang dimaksud dengan “disepakati” 
dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya 
prosedur yang terdapat dalam Sistem 
Elektronik yang bersangkutan.  
Pasal 20 ayat: 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, 
Transaksi Elektronik terjadi pada saat 
penawaran transaksi yang dikirim Pengirim 
telah diterima dan disetujui Penerima. 
(2)  Persetujuan atas penawaran Transaksi 
Elektroniksebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilakukan dengan 
pernyataan penerimaan secara elektronik.  
Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Transaksi 
Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara 
para pihak yang dapat berupa, antara lain 
pengecekan data, identitas, nomor identifikasi 
pribadi (personal identification number/PIN) 
atau sandi lewat (password).  
Pasal 21 ayat: 
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan 
Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak 
yang dikuasakan olehnya, atau melalui 
Agen Elektronik.  
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala 
akibat hukum dalam pelaksanaan 
Transaksi Elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai 
berikut:  
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat 
hukum dalam pelaksanaan Transaksi 
Elektronik menjadi tanggung jawab 
para pihak yang bertransaksi; \ 
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, 
segala akibat hukum dalam 
pelaksanaan Transaksi Elektronik 
menjadi tanggung jawab pemberi 
kuasa; atau  
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, 
segala akibat hukum dalam 
pelaksanaan Transaksi Elektronik 
menjadi tanggung jawab penyelenggara 
Agen Elektronik.  
(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik 
disebabkan gagal beroperasinya Agen 
Elektronik akibat tindakan pihak ketiga 
secara langsung terhadap Sistem 
Elektronik, segala akibat hukum menjadi 
tanggung jawab penyelenggara Agen 
Elektronik.  
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik 
disebabkan gagal beroperasinya Agen 
Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna 
jasa layanan, segala akibat hukum menjadi 
tanggung jawab pengguna jasa layanan.  
(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat 
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, 
kesalahan, dan/atau kelalaian pihak 
pengguna Sistem Elektronik.  
Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini 
sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.  
Pasal 22 ayat: 
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu 
harus menyediakan fitur pada Agen 
Elektronik yang dioperasikannya yang 
memungkinkan penggunanya melakukan 
perubahan informasi yang masih dalam 
proses transaksi.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penyelenggara Agen Elektronik tertentu 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan “fitur” adalah fasilitas yang 
memberikan kesempatan kepada pengguna 
Agen Elektronik untuk melakukan perubahan 
atas informasi yang disampaikannya, misalnya 
fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan 
konfirmasi ulang.  
Lemahnya kesadaran pelaku usaha online 
shop dalam memberikan keterangan produk 
secara jelas dan lengkap agar konsumen dapat 
mengetahui dengan jelas produk yang akan 
dibeli. Pelaku usaha online shop belum 
menyadari akan hak-hak konsumen yang harus 
dipenuhi karena tujuan utama dalam transaksi 
online shop yang dijalankan adalah 
mendapatkan keuntungan besar dengan cara 
mengelabuhi konsumen melalui promosi yang 
memuat informasi palsu mengenai produk yang 
ditawarkan. Para pelaku usaha yang 
menerapkan kontrak baku atau mengirimkan 
barang pesanan yang tidak sesuai dengan foto 
yang di unggah di akun instagram pelaku usaha 
online shop merupakan fakta yang dipahami 
sebagai tindakan pelaku usaha online shop 
yang tidak mampu memberikan informasi yang 
jelas dan lengkap serta memenuhi hak 
konsumen.27  
 
B. Ketentuan Pidana Terhadap Perbuatan 
Menyebarkan Berita Bohong Dan 
Menyesatkan Yang Mengakibatkan 
Kerugian Konsumen Dalam Transaksi 
Elektronik 
Hukum pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi 
yang bersangkutan.28 Kejahatan adalah 
perbuatan pidana yang berat. Ancaman 
hukumannya dapat berupa hukuman denda, 
hukuman penjara, hukuman mati dan 
kadangkala masih ditambah dengan hukuman 
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan 
hak-hak tertentu serta pengumuman 
keputusan hakim.29 
 
27 Diecky Eka Koes Andiansyah. Op.Cit. hlm. 33. 
28Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hlm. 60. 
29Ibid. 
Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem 
peradilan pidana bertujuan untuk: (a) 
mencegah masyarakat menjadi korban 
kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan 
yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa 
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di 
pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang 
pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi 
lagi kejahatannya.30  
Bila mengacu kepada tujuan sistem 
peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai 
usaha mencegah dan menanggulangi 
kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan 
direhabilitasi serta dilindunginya korban dan 
masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja 
sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 
Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang 
sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya 
pidana penjara adalah kepolisian sebagai 
penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. 
Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan 
penegak hukum dalam arti bahwa ketiga 
instansi ini yang menentukan seseorang itu 
dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya 
hakim.31  
Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan 
sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat 
untuk menanggulangi kejahatan. 
Menanggulangi di sini berarti usaha untuk 
mengendalikan kejahatan agar berada dalam 
batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini 
dianggap berhasil apabila sebagian besar dari 
laporan maupun keluhan masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” 
dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 
pengadilan dan diputus bersalah serta 
mendapat pidana.32 
Teknologi informasi akan berdampak positif 
apabila digunakan sesuai dengan fungsinya dan 
akan berdampak negatif apabila digunakan 
sesuai dengan fungsinya akan tetapi dalam 
penggunanya yang menyimpang. Menyimpang 
disini berarti menggunakan suatu alat 
komunikasi seperti media sosial atau instant 
messengerdengan menciptakan berita seolah-
olah itu benar (hoax) dan ini yang lagi popular 
 
30Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Pidana Penjara 
Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan 
Narapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56. 
31 Ibid. 
32Ibid, hlm. 55-56.   
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di zaman sekarang ini, sehingga suatu informasi 
sulit dibuktikan kebenarannya.33  
Tindak pidana penyebaran berita bohong 
dan menyesatkan diatur secara khusus dalam 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ayat (1) 
Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik yang menggunakan kalimat 
“menyebarkan berita bohong” terdapat 
ketentuan yang sama dalam Pasal 390 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan 
rumusan yang sedikit berbeda yaitu dengan 
menggunakan kalimat “menyiarkan kabar 
bohong”. Menurut buku Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-
komnetranya lengkap pasal demi pasal 
terdakwa hanya dapat dihukum dengan pasal 
390 KUHP apabila kabar yang disiarkan itu 
adalah kabar bohong.34 
Dimaksud dengan kabar bohong tidak saja 
memberitahukan suatu kabar yang kosong, 
akan tetapi juga menceritakan secara tidak 
benanr tentang suatu kejadian. Penjelasanini 
juga berlaku bagi pasal28 ayat (1) Undang-
undang Nomor 11 tahun 2008 yang selanjutnya 
disingkat dengan UU ITE. Suatu berita yang 
menceritakan secara tidak benar tentang suatu 
kejadian adalah termasuk juga berita bohong.35 
Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik merupakan upaya pemerintah dalam 
memberikan perlindungan yang berkekuatan 
hukum tetap terhadap berbagai macam 
transaksi elektronik yang menjurus ke arah 
negatif. Namun terkait dengan timbulnya 
kerugian dalam transaksi elektronik telah 
memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 28 
ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 
yang selanjutnya disingkta dengan UU ITE.36 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 45A. Setiap Orang 
yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
 
33Muh. Akbar Azran, Marwan Mas dan Abdul Salam 
Siku.Op.Cit. hlm. 25. 
34 Ibid. hlm. 25. 
35 Ibid.  
36 Ibid. 
denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
Pasal 28 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja 
dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik. 
Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan 
secara on line adalah penyebaran berita 
bohong (hoax). Hoax bertujuan membuat opini 
publik, menggiring opini, membentuk persepsi, 
juga untuk having fun yang menguji kecerdasan 
dan kecermatan pengguna internet dan media 
sosial. Hoax merupakan ekses negatif 
kebebasan berbicara dan berpendapat di 
internet, kata hoax berasal dari Amerika dan 
awalnya merupakan sebuah judul film yakni 
“The Hoax”. Hoax terkategori sebagai 
perbuatan melawan hukum. Saat ini perbuatan 
melawan hukum di dunia maya merupakan 
fenomena yang sangat mengkhawatirkan, 
mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, 
terorisme, hoax, telah menjadi aktifitas pelaku 
kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat 
kontras dengan kurangnya regulasi yang 
mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi di berbagai sektor dimaksud.37 
Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu 
atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut 
dengan hoaks yang artinya berita bohong. Hoax 
merupakan ekses negatif kebebasan berbicara 
dan berpendapat di internet. Khususnya media 
sosial dan blog.38  
Sedangkan menurut wikipedia, hoax adalah 
usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ 
pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, 
padahal sang pencipta berita palsu tersebut 
tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Hoax 
bertujuan membuat opini publik, menggiring 
opini, membentuk persepsi, juga untuk 
bersenang-senang yang menguji kecerdasan 
dan kecermatan pengguna internet dan media 
sosial. Hoax dibuat seseorang atau kelompok 
dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar 
main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), 
dan politik (propaganda/pembentukan opini 
publik) atauagitasi (hasutan). Hoax biasanya 
 
37Firda Laily Mufid. Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) Uu Ite 
Tentang  Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Jurnal 
Rechtens, Vol. 8, No. 2, Desember 2019. hlm. 180-181. 
38 Ibid. hlm. 182. 
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muncul ketika sebuah isu mencuat ke 
permukaan, namun banyak hal yang belum 
terungkap atau menjadi tanda tanya.39  
Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga 
tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni 
tahap penegakan hukum in abtracto oleh 
badan pembuat undang-undang (tahap 
legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni 
tahap penerapan hukum pidana oleh para 
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 
kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). 
Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap 
pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh 
aparat-aparat pelaksana pidana (tahap 
eksekutif atau administrasi).40 Beberapa sarjana 
hukum mengemukakan tentang tujuan hukum 
pidana, ialah: 
1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai 
melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie), 
maupun secara menakut-nakuti orang 
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, 
agar dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special prventie); 
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar 
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat; 
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
demi pengayoman negara, masyarakat dan 
penduduk, yakni: 
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan 
menjadi anggota masyarakat yang berbudi 
baik dan berguna; 
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang 
diakibatkan oleh tindak pidana.41 
Hukuman atau sanksi yang dianut hukum 
pidana membedakan hukum pidana dengan 
bagian hukum yang lain. Hukuman dalam 
hukum pidana ditujukan untuk memelihara 
keamanan dan pergaulan hidup yang benar.42 
Penerapan sanksi pidana merupakan upaya 
terakhir (ultimum remedium) ketika instrumen 
 
39 Ibid. hlm. 182. 
40Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm.     2-3. 
41Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, 
Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2004. hlm. 73. 
42Leden Marpaung, Op.Cit. hlm. 105. 
hukum perdata atau hukum administrasi sudah 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik.43 
Penerapan sanksi dalam suatu perundang-
undangan pidana bukanlah sekedar masalah 
teknis perundang-undangan semata, melainkan 
bagian tak terpisahkan dari substansi atau 
materi perundang-undangan itu sendiri. 
Artinya, dalam hal menyangkut masalah 
penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi 
harus dipahami secara komprehensif baik 
segala aspek persoalan substansi atau materi 
perundang-undangan pada tahap kebijakan 
legislasi.44 
Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah 
merupakan reaksi atas pelanggaran hukum 
yang telah ditentukan undang-undang, mulai 
dari penahanan, penuntutan sampai, sampai 
pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon 
menyatakan, bahwa bagian terpenting dari 
setiap undang-undang adalah menentukan 
sistem hukum yang dianutnya. Masalah 
kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam 
hukum pidana, tidak terlepas dari masalah 
penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pemidanaan.45   
Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang 
dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; 
misalnya, pidana mati, pidana penjara, 




1. Tindak pidana menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam transaksi elektronik, merupakan 
perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan serta melakukan 
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan 
Transaksi Elektronik yang mengganggu 
ketertiban umum, dan bertentangan 
dengan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 
43Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. 
Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.   
44Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum 
Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. 
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91. 
45Ibid, hlm. 92. 
46 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana. Op.Cit. hlm. 
121. 
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2. Ketentuan pidana terhadap perbuatan 
menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik dapat dipidana dengan 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 




1. Dalam rangka melindungi kepentingan 
umum dari segala jenis gangguan sebagai 
akibat penyalahgunaan Informasi 
Elektronik dan Transaksi Elektronik, 
diperlukan penegasan peran Pemerintah 
dalam mencegah penyebarluasan konten 
ilegal seperti menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam transaksi elektronik dengan 
melakukan tindakan pemutusan akses 
terhadap InformasiElektronik dan/ atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar hukum agar 
tidak dapat diakses dari yurisdiksi 
Indonesia serta dibutuhkan kewenangan 
bagi penyidik untuk meminta informasi 
yang terdapat dalam Penyelenggara 
Sistem Elektronik untuk kepentingan 
penegakan hukum tindak pidana di 
bidang Teknologi Informasi danTransaksi 
Elektronik. 
2. Ketentuan pidana terhadap perbuatan 
menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik perlu diterapkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku terhadap pelaku tindak 
pidana yang telah terbukti secara sah 
menurut hukum melakukan tindak 
pidana. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan efek jera terhadap pelaku 
dan bagi pihak-pihak lain merupakan 
suatu peringatan untuk tidak melakukan 
perbuatan yang sama. 
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